GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 919 TAHUN 2019 TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 919 Tahun

" 2019 telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa sebagaimana telah berakhir adendum Kesepakatan

" Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia “dengan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa
Nomor 86/C/Chk.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, maka
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a

perlu dicabut;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Peraturan

" Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah, pencabutan penerapan Badan Layanan
Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

" huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor
919 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Umum Adhyaksa
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

. Unclang-Undanlgl Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); '

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) seba%mmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Ne%ara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

Tembusan:

[

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 919 TAHUN 2019 TENTANG RUMAH SAKIT
UMUM ADHYAKSA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 919 Tahun 2019 tentang Rumah
Sakit Umum Adhyaksa sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
< pa&haftagggal 2 Januari 2024
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Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi DKI Jakarta
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Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda

Provinsi DKI Jakarta

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta .

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta




